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Menimbang : a.

KABI'PATE.IYITATIIITA
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BUPATI ITATT'IIA,

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan
mengenai perjalanan dinas bag Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara,

Bupati selaku Kepala Pemerintahan Deprah di
I(abupaten berwenang unhrk menetapkan kebirjakan

pelaksanaan APBD;

bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan

secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur

ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

b.

c.



d.

Rak.vat Daerah, Peg_awai Neg_eri. dan pegawai Ticlak

Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan nertimbang-an sehagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,

perlr:- menetar,"lkan Peratrtran Rr:-rrati tentanq

Perialanan Dinas bagi Pe.iabat Negara, Pimpinan dan

Angg-ota l)ewan Perwakilan Rakv.at Daerah. Pegawai

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan

Pemerintah Kabrr_rraten Natt:na.

Undane-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentans

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu. Kabuoaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabuoaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir densan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undans-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabuoaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara Renublik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Neeara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4237.1:

Menginsat : 1.

2.



3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerlntah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4+38);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Ra}ryat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa3);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Pemndans-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234\

4.

5.

6.

7.
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OO0

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO0 Nomor 198, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aOl9l;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah:un 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 441611, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler

Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a7121;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t4O,

10.

11.
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13.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 2OIl tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OLL Nomor 31O);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1 13/PMK.A5 I 2An tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan

Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri

Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri

Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 20361;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana BaSl

t4.

16.

t7.
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Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi

Pemeritah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 18a5);

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

Per-22 IPB /2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagr

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak

Tetap;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013

Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2OL6 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN

DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK

TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pejabat Negara adalah Bupati Natuna dan Wakil

Bupati Natuna.

19.

20.

21.
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J. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan

Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang

telah memenuhi syarat yang ditentukan, dianglat

oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas

negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

CPNS adalah calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Natrrna;

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PI"I

adalah adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu

guna melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan yang bersifat teknis profesional dan

administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi.

Ajudan adalah PNS dan / atau Non PNS yang berasal

dari Pemerintah Daerah dalrr/ atau Instansi

Pemerintah lainnya yang bertugas mendampingt

Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dalam

melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan yang

diangkat oleh PA.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan

Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, PNS, PTT di lingkungan Pemerintah

4.

5.

7.

9.
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10.

Kabupaten Natuna se.rta Pihak lain di dalam wilayah

Kabupaten Natuna.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan

Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di

lingkungan Pemerintah I(abupaten Natuna serta

pihak lain ke luar wilayah Kabupaten Natuna di

dalam wilayah Negara Kesatrran Republik Indonesia.

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan

perjalanan dinas yang dilalmkan oleh Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam

rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar

negeri.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas

untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Natuna,

dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,

melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat

kedudukan sernula di Kabupaten Natuna.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas

dari tempat kedudukan yang lama ke tempat

kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan

pindah.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang

berwenang menandatangani Surat Perintah

Perjalanan Dinas dan Surat Perintah T\rgas yang

diatur dalam Peraturan ini.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya

disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan

oleh Pejabat yang Berwenang dalam rangka

pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara,

11.

12.

13.

14.

15.



16.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna .

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggara.n untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA

dalam melaksanakan sebagian sebagian tugas dan

fungsi SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja

Perangkat Kerja yang melaksanakan satu atau

beberapa kegiatan dari suatu progr€Lm sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pihak lain adalah Pihak yang mendukung dalam

Proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Natuna dan mendukung tugas dan

fungsi Bupati sebagai kepala daerah.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah

dihitung terlebih dahulu (pre-calcttlated amountl

dan dibayarkan sekaligus;

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai

dengan bukti pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya

Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan

riil berdasarkan ketentuan yang berlalm.

17.

18.

19.

21.

22.

23.
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26.

24.

25.

27.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/ satuan

kerja.

Tempat T\rjuan adalah tempat yang menjadi tujuan

Perjalanan Dinas.

Uang Representasi adalah adalah uang yang diberikan

setiap hari perjalanan dinas sehubungan dengan

jabatannya kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris

Daerah I(abupaten Natuna dan Pejabat Eselon II.

Pengumandahan (Dataseingl adalah penugasan

untuk sementara waktu.

Uang Persediaan adalah Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada

Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan

operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak

mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran

langsung.

29. Tambahan Uang Persedian adalah dokumen yang

untukdiajukan oleh bendahara pengeluaran

permintaan tambahan Uang Persediaan

melaksanakan kegiatan SKPD yang

mendesak dan tidak dapat digunakan

pembayaran langsung dan uang persediaan

Standar Sahran Harga adalah satrran harga yang

ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan

anggar€Ln dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah., baik berupa Standar

Satuan Harga masukan maupun Standar Satrran

Harga keluaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

guna

bersifat

untuk

30.
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digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

Pengguna Anggaran.

32. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) adalah

formulir yang di gunakan untuk mencatat penyetoran

kelebihan penggunaan/realisasi anggaran tahun

berjalan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PER.IAI"ANAN DINAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

(l) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai

pelaksanaan dan pertanggungiawaban Perjalanan

Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, di

lingkungan Pernerintah Kabupaten Natuna yang

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

@ Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) meliputi:

a. perjalanan Dinas Jabatan; dan

b. perjalanan Dinas Pindah.

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) meliputi:

a. PNS;

b. CPNS;

Bagran Kedua

Prinsip Perjalanan Dinas
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Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan

prinsip sebagai berikut:

a. Selektif, yaitu hanya r:ntuk kepentingan yang sangat

tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan ;

b. ketersediaan anggarzrn dan kesesuaian dengan

pencapaian kinerja perangkat daerah;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan

perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan

dinas.

BAB III

TATA CARA PEI,AKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagran Kesatu

Surat Perintah Tugas

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan

c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Jangka wakhr pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam

Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

a disesuaikan dengan jarak tempuh, alat transportasi

dan urgensi pekerjaan/ kegiatan.

(3) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

(1)

(2t
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(4)

b menyesuaikan dengan pekerjaan/kegiatan yang

dilaksanakan dan disesuaikan dengan jarak tempuh,

alat transportasi dan urgensi pekerj aan I kegpatan.

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

disesuaikan dengan jarak tempuh, alat transportasi

dan urgensi pekerjaan/ kegiatan.

Jangka waktu Perjalanan Dinas Luar Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kecualikan

untuk perjalanan dinas untuk keperluan Pendidikan

pelatihan.

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf c bagi Pejabat Negara, Pimpinan

dan Anggota DPRD, PNS, dan PTT di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna dilakukan

berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;

(71 Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan sesuai

perintah oleh Pejabat yang Berwenang yang tertuang

dalam SPT;

(8) SPT sebagairnana dimaksud dalam ayat (7)

diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk

Perjalanan Dinas Jabatan dengan ketenhran sebagai

berikut:
a. Bupati Natuna untuk Perjalanan Dinas:

1. Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;

3. Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna.

b. Ketua DPRD unhrk Perjalanan Dinas Pimpinan

DPRD dan Anggota DPRD;

c. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan

Dinas yang dilakukan oleh PNS dan PIT pada

satuan kerja yang dipimpinnya dan Pihak

(s)

(6)
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r

lainnya yang menjadi Tanggung jawabnya;

d. Jika Pejabat yang Berwenang sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c

berhalangan maka SPT diterbitkan dan

ditandatangani oleh pejabat satu tingkat

dibawahnya yang berwenang.

(9) Terhadap Perangkat Daerah Kecamatan, SPT

sebagaimana dimaksud dalam ayat (71 diterbitkan

oleh Camat untuk dirinya sendiri dalam rangka

Perjalanan Dinas Jabatan di dalam daerahlwilayah

kecamatan yang dipimpinnya.

(1O) SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantrrm dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagran Kedua

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pasal 5

(1) SPPD diterbitkan dan ditandatangani berdasarkan

Surat Perintah T\rgas yang diterbitkan oleh pejabat

yang berwenang;

(21 Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD

sekaligus rnenetapkan tingkat golongan biaya

perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan

untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan

dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan

perjalanan dinas tersebut;

(3) SPPD diterbitkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas

Jabatan luar daerah dan Perjalanan Dinas Jabatan

datam daerah yang lebih dari 8 (delapan)jam;
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(4)

(s)

t6)

Dalam hat Perjalanan Dinas Jabatan di dalam daerah

yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam

dapat dilaksanakan tanpa penerbitan SPPD;

Kepala Perangkat Daerah selaku PA yang melimpahkan

ssfuaglan kewenangannya kepada KPA maka SPPD

diterbitkan dan ditandatangani KPA atas pelaksanaan

anggaran yang dilimpahkan oleh PA kepadanya;

Untuk perjalanan dinas yang dan/atau melibatkan

bagi pihak lain, maka untuk perjalanan dinas pihak

lain tersebut tidak diterbitkan SPPD kecuali dari

Perangkat Keqa/ Perangkat Daerah/ Instansi/

Lembaga yang rnengatrrr tentang SPPD Nihit oleh

Perangkat Daerah /Instansi/Lembaga pihak lain

tersebut.

SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

L,ampiran II yang mempakan bagran tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERJAI,ANAN DINAS JABATAN

Bagran Kesatu

Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat
pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

c. Pengumandahan ldataseringl;

(71



t:

d.

e.

menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar

tempat kedudukan;

menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri

atau rnenghadap seorang dokter penguji kesehatan

yang ditunjuk yang berada, untuk mendapatkan

surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna

kepentingan jabatan;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat

keterangan dokter karena mendapat cedera pada

waktul karena melakukan tugas;

memperoleh pengobatan berdasarkan keputusan

Majelis Penguji Kesehatan PNS;

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman

jenazah pejabat negara/pimpinan dan anggota

DPRD/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan

perjalanan dinas dan/atau dari tempat kedudukan

yang terakhir ke Kota tempat pemakaman;

yang karena jabatannya diminta hadir untuk

memberikan kesaksian dalam proses penegakan

hukum.

pemndingan dalam rangka kerjasama dengan pihak

luar negeri; dan

delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi

daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan

setelah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang

Berwenang.

cb'

h.

i.

J.

k.
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(1)

Bagran Kedua

Biaya Perjalanan Jabatan

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas

komponen-komponen sebagai berikut:

a. uang harian;

b. biaya transportasi;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau

f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. uang makan;

b. uang transportasi lokal; dan

c. uang saku

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. biaya perjalanan dari tempat kedudukan sampai

tempat tqiuan keberangkatan dan kepulangan

termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/

bandara/ pelabuhan keberangkatan dan

kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/

stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan

dan kepulangan.

Biaya pengrnapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk

menginap:

a. di penginapan; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(21

(3)

(41



(s) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya

penginapan atau bulcti pertanggungfawaban

penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (41, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan

sebesar 3Aa/o (tiga puluh persen) dari biaya

penginapan di Kota tempat tujuan sebagaimana

diatur dalam keputusan bupati mengenai

standar sahran harga;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dibayarkan secara fumpsum.

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris

Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan

Perjalanan Dinas Jabatan;

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada

Pejabat Negara yang melaksanakan Perjalanan Dinas

Jabatan Luar Daerah untuk keperluan pelaksanaan

tugas di tempat tujuan;

(8) Sewa kendaraan dalam kota sebagairnana dimaksud

dalam ayat (71 sudah termasuk biaya untuk
pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi

penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya

angkutan jenazah;

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan

pada Rincian Biaya Pedalanan Dinas sesuai dengan

(6)

(71
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(1)

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) digolongkan dalam S

(lima) tingkat, yatu :

a. tingkat A untuk Pejabat Negara dan Pimpinan

DPRD;

b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota

DPRD;

c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ pNS

Golongan W;

d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV I pNS

Golongan III;

e. tingkat E untuk PNS Golongan II, PNS Golongan

I, dan PT'I.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan
berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (U, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum darr

merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur
dalam Keputusan Bupati mengenai Standar

Satuan Harga;

b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan

Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transportasi

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati
rnengenai Standar Satuan Harga;

(2t



c.

d.

biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan

Biaya Riil dan berpedoman pada Keputusan

Bupati mengenai Standar Satuan Harga;

Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum

dan merupakan batas tertinggi sebagaimana

diatur dalam Keputusan Bupati mengenai

Standar Satuan Harga;

sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai

dengan Biaya Riil dan berpedoman pada

Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan

Harga;

biaya pemetian jenaz-an' termasuk yang

berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan

jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati

mengenai Standar Satuan Harga; dan

biaya angkutan jenazah, termasuk yang

berhubungan dengan pengmktian/ pengurusan

jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati

mengenai Standar Satuan Harga.

Pasa] 1O

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 huruf a, hurrf b, huruf c,

hurrf d, hurrrf e, huruf f, huruf i, huruf j, huruf k

dan huruf I diberikan uang harian, biaya

transportasi, biaya penginapan, Uang Representasi,

dan sewa kendaraan dalam kota sesuai penugas€rn;

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 huruf g diberikan biaya

e.

o

(1)

(21



(3)

transportasi, biaya penginapan dan uang harian

setinggi-tingginya 3Oo/o (tiga puluh persen) dengan

lama perjalanan dinas sesuai penugasan;

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 humf h adalah perjalanan

dinas untuk mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat

Datam Jabatan yang diberikan biaya transportasi,

biaya penginapan, dan uang harian dengan lama

perjalanan dinas sesuai penugasErn, dengan

ketentuan uang harian yang diahrr sebagai berikut:

a. 5 (lima) hari pertama diberikan uang harian

sesuai dengan Standar Satuan Harga yang

berlaku;

b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10

(kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 3O%o

(tiga puluh persen) dari Standar Satuan Harga

yang berlaku;

c. hari ke-ll (kesebelas) sampai dengan hari ke-2o

(keduapuluh) diberikan u€mg harian sebesar

2Oo/o (dua puluh persen) dari Standar Satuan

Harga yang berlaku;

d. hari ke-21 (keduapuluhsatu) sampai dengan hari

ke-30 (ketigapuluh) diberikan uang harian

sebesar LOo/o (sepuluh persen) dari Standar

Satuan Harga yang berlaku;

e. hari ke-31 (ketigapuluhsatu) sampai seterusnya

diberikan uang harian sebesar 5% (lima persen)

dari Standar Satuan Harga yang berlaku.

Diklat Dalam Jabatan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (3) terdiri dari :

a. diklatkepemimpinan;

b. diklat fungsional; dan

c. diklat Telonis;

(4)

beearxoenmul$
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(1)

Pasal LL

Dalam hal jumlah hari Pedalanan Dinas Jabatan

melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat

Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh

kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat

diberikan tambahan uErng harian, biaya penginapan,

Uang Representasi, dan sewa kendaraan dalam kota

selama masih tersedia anggaran.

Tambahan u€rng harian, biaya penginapan, Uang

Representasi, dan sewa kendaraan dalam kota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

dimintakan kepada Pejabat yang Berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari

syahbandar/kepala bandaralperusahaan jasa

transportasi lainnya; dan/ atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari

pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud

dalam ayat (21 Pejabat yang Berwenang

membebankan biaya tambahan uang harian, biaya

penginapan, Uang Representasi dan sewa kendaraan

dalam kota pada DPA Satuan Kerja berkenaan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang

Representasi dan sewa kendaraan dalam kota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat

dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sampai dengan

hurufj.
Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari

jurnlah hari yang ditetapkan dalam SPT /SPPD,

Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan

(2t

(3)

(4)

(s)
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(1)

(2t

' uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi,

dan sewa kendaraan dalam kota yang telah

diterimanya kepada Pejabat yang Berwenang.

Pasal 12

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yaitu Perjalanan Dinas

Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8

(delapan) jam, kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan

uang harian sebesar 600/o dari uang harian sebegaimana

diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan

Harga.

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada

DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah penerbit SPPD.

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang biaya

Perjalanan Dinas Jabatan tersebut ditanggung

sepenuhnya oleh Perangkat Daerah bukan asal

Pelaksana SPPD/Instansi lain maka pada format

SPPD Pembebanan Anggaran diisi dengan n€una

Perangkat Daerah /Instansi lain tersebut.

BAB V

PERJALANAN DINAS PINDAH

Bagran Kesatu

Ketentuan Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 14

(U Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD

dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.



(2t Surat Keputusan

dalam ayat (1)

Berwenang sesuai

undangan.

Perjalanan Dinas

menerbitkan SPPD.

Pindah sebagaimana dimaksud

diterbitkan oleh Pejabat yang

ketentuan peraturan perundang-

Pindah dilaksanakan tanpa(3)

Pasal 15

(l) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh

Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah sebagai

pengikut.

@ Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:

a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama

ke tempat tujuan pindah;

pemulangan Pejabat Negara/PNS yang

diberhentikan dengan hormat dengan hak

pensiun atau mendapat uang tunggu dari

tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;

pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat

Negara/ PNS yang meninggal dunia dari tempat

tugas terakhir ke Tempat \iuan menetap;

pemulangan PTT yang diberhentikan karena

telah berakhir masa kerjanya dari Tempat

Kedudukan ke tempat tujuan menetap,

sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;

pemulangan keluarga yang sah dari PTT yang

meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir

ke tempat tujuan menetap, sepanjang diahrr

dalam perjanjian kerja; atau

b.

d.

e.



. f. pengembalian PNS yang mendapat uang tunggu

dari Tempat Kedudukan ke tempat hrjuan yang

ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (l) terdiri dari:

a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-

Undang Perkawinan yang berlaku;

b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang

sah menurut hulmm yang berumur paling tinggi

25 (dua puluh lima) tahun pada wal<tu

berangkat, belum pernah menikah, dan tidak

mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang

sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25

(dua puluh lima) tahun, yang menurut surat

keterangan dolrter mempunyai cacat yang

menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai

penghasilan sendiri;

d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan,

dan anak angkat perempuan yang sah menurut

hukum yang bemmur lebih dari 25 (dua puluh

lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak

mempunyai penghasilan sendiri.

(4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3), bagi PNS pating rendah golongan tV

atau pejabat eselon III diperkenankan pula unhrk

membawa pembantu rumah tangga sebanyak I (satu)

orang;

(5) Pembantu mmah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan

untuk PNS Golongan I.



t:
B,",","lliljilll. Pindah

Pasal L6

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen

sebagai berikut:

a. biaya transportasi pegawai;

b. biaya transportasi keluarga;

c. biaya pengepakan dan angkutan barang;

dan/atau

d. uang harian.

@ Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara lumps-otm

dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diahrr

dalam Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan;

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan

pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 17

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

mengacu pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 9 ayat (1).

Pasal L8

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas

Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) hurrf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai

berikut:

a. biaya transportasi pegawai;

b. biaya transportasi keluarga yang sah;

c. uang harian; dan/atau



(21

(3)

(4)

(s)

d. biaya pengepakan dan angkutan barang.

Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas

Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L5 ayat

(2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:

a. biaya transportasi keluarga;

b. uang harian; dan/atau

c. biaya pengepakan dan angkutan barang.

Biaya transportasi pegawai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan untuk
pegawai sesuai dengan Standar Satuan Harga yang

berlaku:

Biaya transportasi keluarga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan untuk
keluarga sall pegawai negeri bersangkutan sebagai

pengikut sesuai dengan Standar Satuan Harga yang

berlaku:

Uang harian Perjalanan Dinas Pindah ssfagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan

untuk pegawai bersangkutan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan
pindah/ menetap yang baru;

b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali

menunggu sambungan (transit) dalam hal

perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal

pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam

Perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal

menurut keputusan Pejabat yang Berwenang;

atau

d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal

pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan

Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat

WAMAFfiSERBWfiSI
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(1)

yang menerbitkan Surat Perintah T\rgas untuk

melakukan tugas lain guna kepentingan

kedinasan.

Pasal 19

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka

pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya

Perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 20

Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf

d dan ayat (21hurrf c didasarkan pada:

a. Volume barang sesuai dengan Standar Satuan

Harga yang berlaku sebagaimana diatur dalam

Peratrrran Bupati mengenai Standar Satuan

Harga; dan

b. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat

tqjuan.

Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat

tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
adalah jarak yang ditempuh lebih/kurang dari 8
(detapan)jam.

Pasal 21

Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang

termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan;

Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan

menggunakan yang jaraknya tempuhnya kurang dari

8 (delapan) jarn diberikan sebesar 5O7o (lima puluh

persen) dari satuan biaya sebagaimana diatur dalam

Standar Satuan Harga yang telah diteta.pkan;

(2)

(1)

(2)



r
(3) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang

yang digunakan sebagai dasar perhitungan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

menrpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA

satuan kerja yang menerbitkan Surat Keputusan

Pindah/Mutasi.

Pasal 23

Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. untuk huruf d berlaku untuk janska waktu 1 (satu)

tahun terhihrng sejak tanggal pemberhentian atau

meninggal dunia;

b. untuk huruf b, hurrf c, dan huruf e berlaku paling

lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

dibayarkan pensiun pertama.

BAB VI

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 24

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam

batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA

satuan kerja berkenaan

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum

perjalanan dinas dilaksanakan dan Pembayaran

biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD

paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan

dinas dilaksanakan;

(1)

{21



(3) Dalam hal

dilaksanakan,

belum dapat

dinas dapat

selesai.

perjalanan dinas harus segera

sementara biaya pedalanan dinas

dibayarkan, maka biaya perjalanan

dibayarkan setelah perjalanan dinas

Pasal 25

(U Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk Perjalanan

Dinas Jabatan dilakukan dengan mekanisme Uang

Persedian (UP) yaitu dengan memberikan uang muka

kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara

Pengeluaran;

(21 Pemberian uang muka untuk Perjalanan Dinas

Jabatan diberikan 7Oo/o (tujuh puluh persen) dari

total biaya yang diperhitungkan dalam Rincian

Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan;

(3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), untuk Perjalanan Dinas Jabatan kepada

Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran

dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Surat Perintah Ttrgas;

b. fotokopi SPPD;

c. kuitansi tanda terima uang muka; dan

d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas Jabatan.

(41 Pembayaran Pedalanan Dinas Pindah dilakukan

dengan mekanisme Uang Persedian (UP) kepada

Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran dengan

melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat keputusan pindah;

b. kuitansi tanda terima; dan

c. rincian biaya Perjalanan Dinas Pindah.



(s) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

dibayarkan melebihi biaya perjalanan dinas yang

seharusnya dipertanggungiawabkan, kelebihan biaya

perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas

Bendahara Pengeluaran atau Kas Daerah.

Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. disetorkan ke Kas Bendahara Pengeluaran

dengan mekanisme kontra pos untuk tahun

anggaran berjalan; atau

b. disetorkan menggunakan Surat Setoran

Pengembalian Belanja (SSPB) untuk biaya

perjalanan dinas yang dibayarkan dengan

Tambahan Uang Persediaan (tu) pada tahun

anggaran berjalan; atau

c. disetorkan ke Kas Daerah menggunakan Surat

Tanda Setoran atas kelebihan pembayaran biaya

perjalanan dinas pada tahun anggaran

sebelumnya.

Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang

dibayarkan kurang dari yang sehamsnya, dapat

dimintakan kekurangannya;

Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

La.mpiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) huruf c dibuat sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam

I;ampiran V yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Perattrran Bupati ini.

(6)

(71

(8)

(e)

wnmnp $tmffirq$l!t$$!
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Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan

Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat

dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

(21 Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka

pembebanan biaya pembatalan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan

Dinas Jabatan dari atasan pelaksana SPPD, atau

paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana

SPPD Pejabat Eselon III kebawah yang dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantum

ddam Lampiran MI Peraturan Bupati ini.

b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan

Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam

lampiran VII Peraturan Bupati ini.

c. pernyataan ltanda bukti besaran pengembalian

biaya transportasi dan/atau biaya penginapan

dari perusahaan jasa transportasi dan/atau

penginapan/hotel yang disahkan Pejabat Eselon

II selaku Pengguna Anggaran

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA

satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sebagai berikut :

a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya

penginapan; atau

b. Sebagian atau seluruhnya biaya tiket

transportasi atau biaya penginapan yang tidak

dapat di kembalikan I refund.

ffiFF(ft"-T*H#l



BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJAI,ANAN DINAS

(l) Pelaksana

Pasal 27

SPPD mempertanggungiawabkan

pelaksanaan perjala.nan dinas kepada pemberi tugas

dan biaya perjalanan dinas kepada pejabat yffrlg

berwenang paling lambat 5 (lima) hari ke{a setelah

perjalanan dinas dilaksanakan;

@ Pertanggungiawaban biaya Pedalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan

melampirkan dokumen berupa:

a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang dan pejabat di tempat

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait

yang menjadi Tempat ftrjuan Perjalanan Dinas;

c. Perhitungan Rampung Biaya Perjalanan Dinas

yang dilampiri dengan :

1. bukti tiket, boarding pass, airport tax,

retribusi, dan bukti pembayaran moda

transportasi lainnya;

2. bukti pembayaran hotel atau tempat

menginap lainnya.

d. daftar pengeluaran riil;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa

kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau

bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh

badan usaha/perseorang€rn yang bergerak di

bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas

g. undangan kegiatan, bagt kegiatan yang

menggunakan undangan.

:#ql*c@]s5l@
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(3) Pertanggungiawaban biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

melampirkan dokumen berupa:

a. fotokopi surat keputusan pindah;

b. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang

biaya transportasi; dan

c. kuitansi/bukti penerimaan untuk
pengepakan dan angkutan barang.

Pindah

dengan

harian;

biaya

(21

(3)

Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang melalui PPTK melakukan

Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran

biaya Perjalanan Dinas Jabatan;

Pejabat yang berwenang melalui PPTK menilai

kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang

tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil;

PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan menyampaikan

kepada Bendahara

pertanggungjawaban;

Pengeluaran sebagai

Perhitungan Rampung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam I"ampiran VIII yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada

ayat {21 dibuat sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX yang mempakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen,

menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau

perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam

(4)

(s)



pertanggungiawaban Pedalanan Dinas yang berakibat

merugikan keuangan negara/ da.erah, bertanggung jawab

sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilalarkan.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 3O

(1) Pejabat yang berwenang menyelenggarakan

pengendalian internal terhadap pelaksanaan

Perjalanan Dinas;

(21 Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada

ayat t1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

penrndang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3O

(1) Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan

pihak lain di luar Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota DPRD, PNS, dan PTT untuk melakukan

perjalanan dinas;

(21 Penggolongan Perjalanan Dinas terhadap pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditentukan

oleh Pejabat Berwenang dengan mempertimbangkan

tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang

bersangkutan.

Pasal 31

(U Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) antara lain Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah (FKPD), Tim Ahli, Tim Pengawal dan



(21

Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah

(TP4D) dan lain-lain.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pedatanan

dinas untuk kepentingan daerah dapat diberikan

biaya Pedalanan Dinas tingkat C.

Tim Pengawal dan Pengaman Pernerintah dan

Pembangunan Daerah (TP4D) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas

sesuai dengan golongan Perjalanan Dinas Instansi,

Perangkat Daerah Pelaksana Pedalanan Dinas

bekerja.

Pasal 32

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk
kepentingan daerah, kelancaran tugas dan fungsi

kepala daerah, diberikan biaya transportasi, biaya

akomodasi dan uang harian;

Pertanggungiawaban biaya perjalanan dinas oleh

pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)

adalah sebagai berikut :

a. surat keputusan tentang penunjukan pihak lain;

b. SPT oleh pejabat yang berwenang dan SPPD

Nihil oleh Perangkat Daerah / Instansillembaga

yang mengatur mengenai SPPD Nihil bagi pihak

lain dari Perangkat Daerah /Instansi /I*m'baga
tersebut;

c. Perhitungan Rampung yang dilampiri dengan:

1. tiket, boarding poss, airport tax, retribusi

dan bukti pembayaran moda transportasi

lainnya;

(3)

(1)

(2)

- RAFK* 89



2. bukti pembayaran hotel atau tempat

menginap lainnya.

daftar pengeluaran riil;
laporan pelaksanaan pedalanan dinas.

Pasal 33

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan, Pejabat Negara

dan Pimpinan DPRD dapat mengikut sertakan

Ajudan, maksimal 3 (tiga) orang ;

fll Bagr anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan

dinas jabatan lebih dari 5 (lima) orang dapat

mengikutsertakan I (satu| orang staf dari Sekretariat

DPRD;

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh

Ajudan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan Biaya

Transportasi dan Braya Penginapan setara dengan

Pejabat Eselon III;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku,

a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 29 Tahun 2013

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak

Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Natuna;

b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun

2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

d.

e.

g"*,a.gft K{:Oj4}
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. Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Natuna.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 35

Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah l(abupaten Natuna.

tanggal 2s A6u-s'ttts D7

RIZAL

Diundangan di Ranai

pada tanggal 2S 4gtrstus 2et7

SEI(RETARIS DAERATI

I(ABUPATEtr IYATI'ITA

BERITA DATRAII KABT'PA?EII ITATIIITA TAHUIT 2OI7 ITOMOR Zb

PANSFK

-ffiPi[.'itr'i
r:i,.tiljtr I t f '

Ditetapkan di Ranai

fi



I.AMPIRAN I PERATUMNBT'PATINATT'NA
NOMOR.......
TANGGAL

KOP SATUAN KER.JA PERANGKAT DAERAH

SI'RAT PTRII{TAH TUGAS
Nomor

Dasar :

Kepada : l.Nama :

2.Nama :

Pangkat/Golongan

NIP/NRPTT
Jabatan :

dst *).

Tujuan :

Tanggal berangkat............................... :

Tanggal kembali : ............

Demikian Surat Ttrgas ini diberikan unhrk dilaksanakan dengan
penuh tanggungiawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Dikeluarkan di ..........
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

*) disesuaikan

Untuk :



IJ,MPIRAN tr PERATIJRANBT'PATINATTJNA
NOMOR.......
TANGGAL

KOP SATUAIT NTR.'A PERAITGKAT DATRAII

Iembar ke :

KodeNo :

Nomor :

SI'RA? PERINTAII PTR.'ALITITAN DINAS

Dikeluarkan di

pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

( ............................... )

I. 1. Pejabat yang memberi perintatr

2. Nama/NIP Pegawai yang
melaksanakan perialanan dinas

3. a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan/hastansi
c. Tingfut Perjalanan Dinas

a.
b.
c.

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat ang[<utan yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat T\rjuan

a.
b.

7. a. I"amanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harrs kembali/tiba di

tempat ban ")

a.
b.
c.

8. Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan

1.

2.
3.
4.
5.

9. Pembebanan Anggaran
a.Instansi
b. Mata Anqgaran

a.
b.

10. Keterangan lain-lain

* coret yang tidak perlu



a

-2-
SPPD Nomor
Berangkat dari :

(tempat kedudukan)
Ke:
Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( ............................. )

II. Tiba di : ..............
PlqAa tatta,oql .

Rcranokat rlari :

I{c

Pejabat yang dituju

..)

Pada Tanggal : ...............
Pejabat yang dituju

(.

tfi Tiha rli Fbranrrlaqt r{qri '
Pp,da tenosp.l :

Pejabat yang dituju

(. ..)

Pejabat yang dituju

(...................... )

ru Tihq.{i Fhrqncrlraf rlari '
Pnds tetr-ool.l '

Krr

Pejabat yang difirju Parlq'Ttanaoql .

Pejabat yang dittrju

(...................... )

V. Tiba di : ..............
Pada tansar ;:::::::::::::::::::::::::::::............
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut benar dilakukarl
atas perintatrnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yan g sesingkat- singfuatnya.

Pejabat Yang Elennrenang

VI. CATATAN LAIN-I,,AIN

VII. PERHATIAN:
Pejabat yang Uerurenang menerbitkan SPPD, pegaurai yang melakukan ffialanan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berang[<at lnba, serta Bendahara
Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturanperaturan Keuangan
Daerah hpabila daerah menderita rugi akibat kesalatran, kelalaian, dan



[-

T,AMPIRAN M PERATT'RANBUPATINATT'NA
NOMOR.......
TANGGAL

RIITCIAIT PERXIRAAIT BIAYA PER.'AI,IIIYAIT DIITAS JABATAIT

TUJUAN
TANGGAL BERANGKAT :

TANGGAL KEMBALI :

tarqgal/ bulan/ tahun
Telatr dibayar sejumlatr Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp ......... Rp .........

Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

( ................................. )

NIP.

( ................................. )

NrP./NRPTT.

IYo. RIITCIAI{ BIAYA SATI'AIT JI'UI.AE BIAYA
JI'UI"AE

BIAYA
KEf.

1 2 3 4 5 6=4x5 7

1. Uang Harian Hari Rp Rp

2. Biaya T?ansportasi OT Rp Rp

3. Biaya Penginapan Hari Rp Rp

4. Uang Representasi Hari Rp Rp

5. Seqra Kendaraan dalam Hari Rp Rp

6. Biaya
menjemput/mengantar

Ls Rp Rp

7.

JUTLAH : Rp

Tebilang



TAMPIRAN TV PERATURANBT'PATINATTJNA
NOMOR.......
TANGGAL

SATUAIT VOLTTUE PBI{GEPAITAIT DAIT AITGKUTAN DANATG

f) Diperhitungan untuk jarak tempuh lebih dari I (delapan)jam.

URAIAN/TUJUAN

JUMLAH MAKSIMAL BARANG YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR

PERHITUNGAN BERDASARKAN
GOLONGAN

PELAKSANA SPPD T}

GOL. Iv GOL. ilI GOL. il GOL. I

t. Pegawai yang berkeluarga
dengan anak

25 mg 2O m3 L5 ma 1O ma

2. Pegawai yang berkeluarga
tanpa anak

15 mg t2 mg 9m3 6m3

3. Pegawai yang tidak
berkeluarga

5ms 4ms 3m3 2me



I,AIT{PIRAN V PtsRATT'MNBI'PATINAII'NA
NOMOR.......
TANGGAL

RIITCIAIT BIAYA PTR.'AI,AITAIT DINAS PINDAII

TEMPAT PINDAH : ............
TANGGAL PINDAH : ................ s.d....

tanggal/ fulan/ tnfum
Telatr dibayar sejumlatr Telah menerimajumlah uang sebesar
Rp ........- Rp .........

Bendatrara Pengeluaran Yang Menerima

( .................................) (...............................-. )

NIP. NIP.

IYo. RtrCIAIT BIAYA SATT'AN JI'UI"AE BIAYA
JI'ULAII

BIAYA
xEr.

1 2 3 4 5 6=4tcs 7

t. Uang Harian Hari Rp Rp

2. Biaya Transportasi oft Rp Rp

3. Biaya Tranqrcrtasi OT Rp Rp

4. Biaya Pengepakan/
Pengangkutan Barang

m3 Rp Rp

JUTLAII: Rp



II\MPIRN{VI PERATURAI{ BUPATI NATIJNA
NOMOR
TANGGAL

KOP SATI'AIT NTR"'A PERAIIGKAT DATRAH

SI'NAT PERIYYATAAIT
PEUBATAI,AN TUGAS PER.'ALIIITAIT DIITAS JABATAIT

Nomor : ............

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

SKPD/OPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hrgas Perjalanan Dinas
Jabatan atasnama :

Nama

NIP

Jabatan

SKPD/OPD

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda
yaihr......

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan
Dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenanya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggungiawab penuh dan bersedia di proses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

Ranai,

Yang Membuat Pernyataan



t.
T.AMPIRANVII PERATI,'RANBT]PATI NATI'NA

NOMOR
TANGGAL

KOP SATUAIT KER.IA PERAITGKAT DAERAII

ST'RAT PERIIYATAAIT PEMBEBAITAN
BIAYA PEMBATAL/Iil PER.'ALANAN DIITAS JABATATT

Nomor : ............

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

SKPD/OPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwaPerjalanan Dinas Jabatan
berdaarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ............ Tanggal Dan SPPD
Nomor : ..........., atasnama :

Nama

NIP

Jabatan

SKPD/OPD

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan T\rgas Perjalanan
Dinas Jabatan Nomor Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa
Yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat

dikembalikan /refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. sehingga
dibebankan pada DPA Nomor ............ Tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian
negara, saya bertanggungiawab penuh dan bersedia menyetor Kerugian Negara
tersebut ke Kas Daerah.

Ranai,

Yang Membuat Pernyataan
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T,AMPIRAN D( PERATTIMIIIBUPAfi NATUI'IA
NOMOR
TANGGAL

KOP SATUAIT T(ENTIA PERANGNAT DAENATI

DATTAN PEIYGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
NIP/NRPTT
Jabatan
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas {SPPD) Nomor ....,.,......
tangal...... i.... r......, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa:
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang

tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No. Uretea Juutah [Rpf

Jumlah (Rpl

2. Jumlah uang tersebut pada angka I di atas benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Bendahara Pengeluaran atau
Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergpnakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / MenyetuLj ui ;
tqlutn

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

taWga[ bulan,

Pelaksana SPPD,

( ......................... )

NrP./NRPTT.
( .............,..'............ )

NIP.



I,AMPIRAN X PERATURANBUPAfi NATT'NA
NOMOR
TANGGAL

KOP SATUAN I{TR^IA PERAITGKAT DAERAII

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Perihal

LAPORAIT PER.IALINAII DIITAS

Bupati/ Sekretaris Daerah/ Kepala OPD
Kepala Bagian/ Kepala Bidang/
............20..
eol..../.....1201...

l,aporan Perjalan Dinas dalam rangka...

1. TUJUAN
la.poran Perjalanan
tentang hasil

Dinas ini dibuat guna memberikan gambaran
pada

II. DASAR PELAKSANAAN
1...........
2. ..........

III. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

::T::: ::*3"trH*Ei' :111 :i:" di

IV.HASIL KEGIATAN
Hasil yang diperoleh dari ...... .....di . adalah sebagai
berikut:

di

1.

2.

3.

V. PENUTUP
Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, dan dapat dipergunakan
sebagaimana mesyinya.

Dibuat oleh,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

1.ffi
NIP.

2.ffi
NIP.



I.qIdPdRAT{ I PERAfi'RANBI,'PAIINATT,INA
NOMOR.......
TANGGAL

KOP SATUAN KER.IA PSRANGKAT DAERAH

Dasar :

Unttrk :

SURAT PERIITTAH TUGAS
Nomor

Ttrjuan :

Tanggal berangkat ..........,......i
Tanggal kembali : .,..........

Demikian Surat t\rgas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan
penuh tanggungiawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Dikeluarkan di ..........
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

*) disesuaikan



, I,AMPIRAN TI PERATURAN BT'PATI NATUNA
NOMOR.......
TANGGAL

KOP SATTIAIY IIER.IA PENAilGKAT DAERAI{

kmbar ke :

KodeNo :

Nomor i

ST'NAT PEruNTATI PER-IAI,AITAIT DIITAS

Dikeluarkan di

pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

( ........,...................... )

NIP.

I. 1. Pejabat yang memberi perintatt

2. Nama/NIP Pegawai yang
melaksanakan perialanan dinas

3. a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan/Instansi
c. Tingkat Perjalanan Dinas

a.
b.
c.

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkutan yang dipergunakan

6. a. Tempat berangt<at
b. Tempat Tujuart

a.
b.

7. a, Lamanya Perjalanan Dinae
b. Tanggal beranglrat
c. Tanggal harus kembali/tiba di

tempat baru *)

a.
b.
c.

8. Pengikut: Nama Tanggal I"ahir Keterangan

1.

2.
3.
4.
5.

9. Pembebanan Anggaran
a.Instanei
b. Mata Angcaran

a.
b.

10. Keterangan lain-lain

* coret yang tidak pcrlu



-2-
SPPD Nomor :

Berangkat dari :

(tempat kedudukan)
Ke:
Pada tanggal :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

{ ............................. )

n Tiha rli Fler"anoket rlari :

PqrTq fat'toodl '
v

Pejabat yang dihtju P,qAq Tatr,osal '

Pejabat yang dituju

( ...................... )

IIT 'Tlilrq z{i Parqnerlrqf dqri '
Parla fancoql

Ke

Pejabat yang ditttju DaAa'Iaacoal

Pejabat yang dituju

( ...................... )

n/ 'Tlilra rli Elerqncrl:at rlqri '
P.qAa tano,oql

Kc

Pejabat yang dituju

(.. ..)

PqrlaT.anacal

Pejabat yang ditqiu

(...................... )

V. Tiba di : ..............
Pada tanggar ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :............

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut benar dilakrkar
atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yan g se sin gkat- singftatnya.

Pejabat Yang Berwenang

VI. CATATAN I,AIN.Lq,IN

PERHATIAN:
Pejabat yang berurcnang menerbitkan SPPD, pega\ilai yang melakukan ffialanan
dinas, para pejabat yang mengesatrkan tanggal berang[<at/tiba, serta Bendahara
Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturanperaturan Keuangan
Daerah apabila daeratr menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan

uI.



I,AMPIMN III PERATT'RANBUPAIINATUNA
NOMOR.......
TANGGAL

RINCIAIT PERXIRAAN BIAYA PER^'AI"ANAIT DIIYAS JABATAN

TUJUAN :

TANGGAL BERANGKAT :

TANGGAL KEMBALI :

I$o. RIITCIAN BIAYA SATIIAT JI'UI,AE BIAYA
JT'UIAE

BIAYA
IIET.

I 2 3 4 5 6=4xS 7

1. Uang Harian Hari Rp Rp

2. Biaya Transportasi OT Rp Rp

3. Biaya Penginapan Hari Rp Rp

4. Uang Representasi Hari Rp Rp

5. Sewa Kendaraan dalart Hari Rp Rp

6. Biaya
menjemput/mengantar

Ls Rp Rp

7.

JUTLAII: Rp

Terbilqg

Telah dibayar sejumlatt
Rp .........

Bendatrara Pen geluaran

... ... . .. )

tarqgal/ hilan/ tahun
Telatr menerima jumlah uang sebesar
Rp .........

Yang Menerima

( ...............,................. )

NrP./NRPTT.
(...
NIP



Y H=+ .{ ,q,j - - ;.":,1F:1=+4E4..<

I.AMPIMN TV PERATURANBI'PATI NATT'NA
NOMOR.......
TANGGAL

SATUAIT VOLIIilE PEITGEPANAN DAI5 AITGKT'TAIT BARAITG

(*) Diperhihrngan untuk jarak tempuh lebih dari 8 (del,apan)jam.

URAIAN/TUJUAN

JUMLAH MAKSIMAL BARANG YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR

PERHITUNGAN BERDASARKAN
GOLONGAN

PEI"AKSANA SPPD T)

GOL. ry GOL. M GOL. il GOL. I

1. Pegawai yang berkeluarga
dengan anak

25 m3 2O m3 15 m3 l.O mg

2. Pegawar yang berkeluarga
tanpa anak

15 mg 12 mg 9mg 6m3

3. Pegawai yang tidak
berkelrrarga

5m3 4m3 3m3 2ma



I,AMPIMN V PERATT'MNBI'PATINATI'NA
NOMOR.......
TANGGAL

RIITCIAIT BIAYA PER.'AI,AITAIY DIIYAS PIITDAII

TEMPAT PINDAH :

TANGGAL PINDAH : ................ s.d,

tanrygal/ bulan/ tahtn
Telatr dibayar sejumlatr Telatr menerimajumlah uang sebesar
Rp ......... Rp .........

Bendatrara Pengeluaran Yang Menerima

( ................................. )

MP.

( ................................. )

NIP.

to. RtrTCIAIT BIAYA SATIIAIT JI'UI"AE BIAYA
.TUUI"AH

BIAYA
KEf.

1 2 3 4 5 6-4xs 7

l. Uang Harian Hari Rp Rp

2. Biaya Transportasi OT Rp Rp

3. Biaya Transportasi o|r Rp Rp

4. Biaya Pengepakan/
Pengangkutan Barang

m3 Rp Rp

JUTLAII : Rp



LAMPIRAN VI PERATUMN BUPATI NATT'NA
NOMOR
TANGGAL

KOP SATT'AIT I(DRJA PERAITGKAT DAEAAII

$URAT PERIIYATAAN
PF,MBATALITil TUGAS PtsN.IALJIITAIT DIfrAS JABATAIT

Nomor: .....,......

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

SKPD/OPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas Perjalanan Dinas
Jabatan atasnarna:

Nama

NIP

Jabatan

SKPD/OPD

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda
yaitu...... ..............

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaks€rnaan Perjalanan
Dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenanya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggungiawab penuh dan bersedia di proses sesuai dengan ketenhran
hukum yang berlaku.

Ranai, .....,....,.......,..

Yang Membuat PernYataan



I.AMPIRAN VII PERATTJRAN BUPATI NATUNA
NOMOR
TANGGAL

KOP SATUAN KTR.'A PERANGKAT DATRAII

ST'RAT PERIYYATAAIT PEMBEBANAN
BI.AYA PEMBATALIIil PER.'AI,AITAN DINAS JABATAIT

Nomor : ...........,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

\-. SKPD/OPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwaPerjalanan Dinas Jabatan
berdaarkan Surat Perintah T\rgas Nomor : ............ Tanggal Dan SPPD

Nomor : ..........., atasnama:

Nama

NIP

Jabatan

SKPD/OPD

, Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan T\rgas Perjalanan
Dinas Jabatan Nomor Tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa
Yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat

dikembalikan/refund (sebagran/seluruhnya) sebesar Rp. ............., sehingga
dibebankan pada DPA Nomor ............ Tanggal

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian
negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetor Kerugian Negara

tersebut ke Kas Daerah.

Ranai,

Yang Membuat Pernyataan
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IJIMPTRAN IX PERATURANBUPAfi NATUNA
NOMOR
TANGGAL

KOP SATUAN I{TRJA PERANGKAT DATRAII

DAT'TAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :............
NIP/NRPTT :............
Jabatan : ............
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor
tangga1.................., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa:
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang

tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

![o. Utalan Jumtah (Rpf

Jumlah (Rpf

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan
untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian
hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Bendahara Pengeluaran atau
Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyehrjui: .., tanggal, bulan,
tahan

Pengguna Anggaran I Pelaksana SPPD,

Kuasa Pengguna Anggaran,

( ......................... )
I\IIE' /NI)E'TUT



I,AMPIRAI'I X PERATT'RANBI'PATINMI'NA
NOMOR
TANGGAL

KOP SATUAil KTR.'A PERANGKAT DATRATI

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Perihal

L/IPORAN PER.IALANAN DINAS

Bupati/ Sekretaris Daerah/ Kepala OPD
Kepala Bagian/ Kepala Bidang/
............20..
eo1....1.....12a1...

Laporan Perjalan Dinas dalam rangka...

1. TUJUAN
Laporan Perjalanan Dinas ini dibuat guna memberikan gambaran
tentang hasil pada

\/
II. DASAR PELAKSANAAN

1...........
2. ..........

III. TEMPAT DAN WAKTU PEI"AKSANAAN

::T::: ::*:i"["ffiH':31 :::" di

IV. HASIL KEGIATAN
Hasil yang diperoleh dari...... .di........ adalah sebagai
berikut:
1.

2.

3.

V. PENUTUP
Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, dan dapat dipergunakan
sebagaimana mesyinya.

Dibuat oleh,
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

1.ffi
NIP.

2.ffi
NIP.


